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ABSTRAK
Nama : NURJAYADY
Nim : 10500113157
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak
Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 182 Pid.Sus
2016/Pn.Sgm).
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas masalah pencabulan terhadap
anak di bawah umur (Studi Putusan Nomor 182 Pid.Sus 2016/Pn.Sgm. Hal ini
dilatarbelakangi oleh pentingnya perlindungan terhadap anak dibawah umur pada
masalah hukum.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana pelaku
pencabulan terhadap anak di bawah umur dan untuk mengetahui pertimbangan
hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pencabulan
anak pada putusan Nomor 182 Pid.Sus 2016/PN.Sgm.
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gowa dengan memilih instansi yang
terkait dengan perkara ini yakni di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Metode
pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan dan metode
wawancara kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif
sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Hukum Tindak Pidana
Pencabulan Terhadap Anak di bawah Umur (Studi Putusan Nomor 182 Pid.Sus
2016/Pn.Sgm), telah sesuai. Terdakwa telah terbukti melanggar unsur tindak pidana
rumusan surat dakwaan dan tututan Jaksa Penuntut telah bersesuaian dan memenuhi
syarat, maka Majelis Hakim menyatakan terdakwa Basri Dg Taba Bin Supu Dg
Ngoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
pencabulan dan terbukti melanggar dakwaan tunggal yakni Pasal 82 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan anak, dan fakta yang terungkap dipersidangan
berdasarkan tiga alat bukti, yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk
Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
tindak pidana pecabulan terhadap anak pada perkara pidana Nomor 182 PID.SUS
2016/PN.Sgm, kurang tepat. Pertimbangan Hakim cenderung terfokus kepada pelaku
tindak pidana saja, Majelis hakim dalam Menjatuhkan pidana penjara terhadap
terdakwa lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni selama 8 (delapan)
tahun. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak mampu menimbulkan efek
pencegahan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap
kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus
berdasarkan peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk
mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum
tidak dapat dibayangkan akan seperti apa nantinya negara kita ini. Kejahatan terus
bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin
canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat.
Kejahatan dapat timbul di mana saja dan kapan saja. Bahkan dapat dikatakan
bahwa kejahatan itu terjadi hampir pada setiap masyarakat, namun karena sifatnya
yang merugikan, maka adalah wajar pula bilamana setiap masyarakat berusaha untuk
mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan asusila, namun demikian hampir
setiap hari, masyarakat dihadapkan pada berita dan pembicaraan yang menyangkut
masalah kriminalitas, yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal
serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah
kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual atau asusila.
Kejahatan seksual sekarang ini merupakan persoalan yang tiada hentinya
diperdebatkan, khususnya pada kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur,
2pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan usia korban.
Semua ini akan dilakukan apabila mereka merasa terpuaskan dengan hawa nafsunya,
selama individu masih mempunyai daya tarik seksual dari anak-anak sampai kakek-
kakek masih sangat mungkin untuk dapat melakukan tindak kejahatan pencabulan
bahkan pemerkosaan. Kejahatan asusila yakni pencabulan benar-benar pebuatan yang
keji, karena selain perbuatan ini tidak disenangi oleh masyarakat terutama yang
menjadi korban. Allah SWT juga melaknat bagi pelaku pencabulan.
Kejahatan dan kekerasan seksual beberapa tahun ini, banyak kasus yang
sering kita temui dalam kehidupan masyarakat, media massa, baik media cetak
maupun elektronik, tentang tindak pidana kesusilaan, seperti pencabulan, perzinaan,
pemerkosaan dan lain-lain, menunjukkan adanya kecenderungan untuk terus
meningkat, khususnya pada pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur.
Kejahatan dan kekerasan seksual ini khususnya tindak pidana pencabulan
terhadap anak di bawah umur, telah berbagai macam usaha dilakukan untuk
menghapus kejahatan ini dari negara-negara di dunia, namun usaha tersebut baru
berhasil mengurangi intensitas dan kualitasnya saja. dan pelaku biasanya orang yang
kenal dekat atau bertempat tinggal berdekatan dengan korban, seperti tetangga,
teman, ayah kandung, ayah tiri, kakek, paman dan saudara lak-laki sendiri,
pencabulan biasanya juga dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki iman yang
kuat dan memiliki pengetahuan yang dangkal.
Anak adalah bagian dari generasi mudah sebagai salah satu sumber daya
manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang
3memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan
pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan
perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serasi selaras dan seimbang, untuk
melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan
dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkap hukum yang lebih
mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan
pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.
Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum
mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata
“anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua
mereka, meskipun mereka telah dewasa. Menurut psikologi, anak adalah periode
perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun
periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara
dengan tahun sekolah dasar. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada
perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis
seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya ataukah
urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak”.1.
Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral,
tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik
dewasa maupun anak di bawah umur. Pencabulan termasuk dalam penggolongan
1 Mohammad Taufik  Makarao, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri. Hukum Perlindungan Anak
dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Jakarta: PT Rineka Cipta,2013), hal. 15-16.
4jenis tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 290 ayat (2) dan (3)2
“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun,
(2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal
diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima
belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum
waktunya untuk dikawin;
(3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya
harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya
tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di
luar perkawinan dengan orang lain.”
Selain dalam KUHP yang berkaitan dengan kekerasan seksual (Pencabulan)
terhadap anak terdapat dalam Undang-Undang. No 35 Tahun 2014 tentang perubahan
Undang-Undang No 23 tahun 2002 Pasal 82. Ayat (1) menyatakan:
“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah)”.
Pasal 82 ayat (2):
“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka
pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).”
Menurut pasal 82 ayat (1) Pasal 76E
“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan,
memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau
membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan
cabul.”.3
2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (cet 4, Grahamedia Press,april, 2016 ) h. 556.
3 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
5Adapun diduga perbuatan asusila yang korbannya adalah anak, dan juga
adalah perbuatan yang tidak bermoral olehnya hukum dan undang-undang khususnya
undang-undang pelindungan anak sangat menyentuh dan memberi sanksi yang berat,
karena korban anak bisa menjadi trauma, ketakutan dan keluarga korban juga amat
merasa malu.
Pelaku tindak pidana pencabulan merasa bahwa anak-anak dapat menjadi
salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh
pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu
merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak
keinginan pelaku. Pencabulan yang dilakukan terhadap anak tentunya akan
berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut.
Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang
kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan,
perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental.
Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak
korban pencabulan tersebut..
Tindak pidana pencabulan dalam hal ini ada dugaan pelaksanaan penerapan
Hukum atau sanksi berupa penerapan sanksi kepada para pelaku pencabulan anak,
belumlah diterapkan hukum yang maksimal begitupun beberapa kasus pencabulan
yang terjadi di Kab Gowa, para pelaku pencabulan yang diadili di Pengadilan Negeri
Sungguminasa sanksi atau hukuman yang diterapkan belum maksimal
6Sebagai salah satu pelaksana hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh
unndang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana,
oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil,
sebagai seorang Hakim, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh
hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama,
kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan
adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam
putusan.
Pertimbangan hakim juga menentukan berat ataupun ringannya pemidanaan,
karena sering kali persoalan yang dilontarkan masyarakat adalah terlalu ringannya
pidana, jadi adanya keyakinan hakim dalam menentukan berat ataupun ringannya
dalam suatu putusan penting untuk diselidiki.
Tindak pidana pencabulan terhadap anak ini perlu mendapatkan perhatian
yang sangat serius dari semua kalangan, terutama peran aktif dari kalangan penegak
hukum. Menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan tentu tidak
lepas dari peranan Hakim, Jaksa, dan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum
guna mencapai ketentraman hidup masyarakat. Pertimbangan yang digunakan aparat
penegak hukum untuk menyelesaikan kasus kejahatan seksual seringkali bukan
berdasarkan kepentingan dan rasa keadilan korban, tetapi yang justru mengedepankan
pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
1. Demi alasan ketertiban umum.
72. Untuk mencegah rasa malu keluarga, pemuka adat, pemuka agama, tokoh
masyarakat setempat.
3. Untuk mencegah terjadinya konflik yang meluas.
Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal
bagi pelaku tindak pidana pencabulan tersebut sehingga supremasi hukum benar-
benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Sanksi diharapkan
memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencabulan sehingga tidak akan
mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak
pidana tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.
Berdasarkan uraian, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut
dengan mengambil judul : Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan
Terhadap Anak di bawah Umur (Studi Putusan Nomor 182 Pid.Sus 2016/Pn.Sgm).
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Dalam penelitian ini yang menjadi fokus permasalahan yakni mengenai
bagaimanakah penerapan hukum pidana pelaku pencabulan terhadap anak dibawah
umur pada putusan nomor 182 PID.SUS 2016/PN.SGM serta bagaimanakah
pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak
pidana pencabulan anak pada putusan nomor 182 Pid.Sus 2016/Pn.Sgm
C. Rumusan Masalah
Dengan melihat latar belakang permasalahan diatas, maka penulis
merumuskan permasalahan sebagai berikut :
81. Bagaimanakah penerapan hukum pidana pelaku pencabulan terhadap anak di
bawah umur pada putusan nomor 182 PID.SUS 2016/PN.SGM?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan
terhadap pelaku tindak pencabulan anak pada putusan nomor 182 PID.SUS
2016/PN.SGM ?
D. Kajian Pustaka
Sebelum melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan
penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian baik yang berupa karya ilmiah
maupun buku yang berkaitan dengan penerapan hukum tindak pidana pencabulan
terhadap anak di bawah umur (Studi Putusan Nomor 182 Pid.Sus 2016/PN.Sgm).
akan tetapi tidak ditemukan penelitian yang secara spesifik sama dengan penelitian
ini. Namun ditemukan beberapa penelitian yang memiliki pembahasan yang berkaitan
dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai
berikut :
1. Mohammad Taufik Makarao, Wenni Bukamo, dan Syaiful Azri, dalam
bukunya hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah
tangga. Buku ini memfokuskan pada masalah kesejahteraan, pengadilan,
perlindungan anak, dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
Sedangkan dalam penulisan ini, penulis lebih memfokuskan pada masalah
bagaimana penerapan hukum pidana pelaku pencabulan terhadap anak
dibawah umur pada putusan Nomor 182 Pid.Sus 2016/PN.Sgm serta
bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan
9terhadap pelaku tindak pencabulan anak pada putusan Nomor 182 Pid.Sus
2016/PN.Sgm.
2. Abdul Wahid, Muhammad Irfan, dalam bukunya, perlindungan terhadap
korban kekerasan seksual, buku ini memfokuskan pada kekerasan seksual di
Indonesia dan perlindungan terhadap korban kejahatan kekerasan seksual
(perkosaan dan pencabulan). Sedangkan dalam penulisan ini, penulis lebih
memfokuskan pada masalah bagaimana penerapan hukum pidana pelaku
pencabulan terhadap anak dibawah umur pada putusan Nomor 182 Pid.Sus
2016/PN.Sgm serta bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam
menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pencabulan anak pada putusan
Nomor 182 Pid.Sus 2016/PN.Sgm.
3. Waluyadi dalam bukunya, hukum perlindungan anak, buku ini memfokuskan
pada masalah instrumen baik internasional, nasional dan agama dalam upaya
mewujudkan. perlindungan anak yang beriorientasi pada kesejahteraan anak,
sedangkan dalam penulisan ini, penulis lebih memfokuskan pada masalah
bagaimana penerapan hukum pidana pelaku pencabulan terhadap anak
dibawah umur pada putusan Nomor 182 Pid.Sus 2016/PN.Sgm serta
bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan
terhadap pelaku tindak pencabulan anak pada putusan Nomor 182 Pid.Sus
2016/PN.Sgm
4. Ismantoro Dwi Yuwono, dalam bukunya, penerapan hukum dalam kasus
kekerasan seksual terhadap anak, buku ini memfokuskan pada penerapan
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hukum di Indonesia pada kasus kekerasan seksual terhadap anak dan sejauh
mana penanganan pelaku dan korban kekerasan seksual terhadap anak secara
hukum dan psikologis
5. Skripsi Desita Rahma Setia Wati, yang berjudul “Tinjauan Tentang
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia Di
Indonesia” skripsi ini membahas tentang Pengaturan tindak pidana pedofilia
di Indonesia yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap korban
tindak pidana pedofilia di Indonesia dan mengetahui bentuk-bentuk atau
upaya-upaya perlindungan bagi korban tindak pidana pedofilia di Indonesia.
Sedangkan dalam penulisan ini, penulis lebih memfokuskan pada masalah
bagaimana penerapan hukum pidana pelaku pencabulan terhadap anak
dibawah umur pada putusan Nomor 182 Pid.Sus 2016/PN.Sgm serta
bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan
terhadap pelaku tindak pencabulan anak pada putusan Nomor 182 Pid.Sus
2016/PN.Sgm.
6. Sheila Masyita M, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Pencabulan Secara Berlanjut Terhadap Anak, (Studi Kasus Putusan Nomor
61/Pid.Sus/2015/PN.Sgm)” Skripsi ini membahas tentang Penerapan Hukum
materiil terhadap tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak dan
untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan
pidana pada putusan Nomor : 61/Pid.Sus/2015/PN.Sgm.. Adapun
permasalahan- permasalahan yang dibahas pada penelitian yang dilakukan oleh
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penulis adalah bagaimana penerapan hukum pidana pelaku pencabulan
terhadap anak dibawah umur pada putusan nomor 182 Pid.Sus 2016/PN.Sgm
serta bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan
terhadap pelaku tindak pencabulan anak pada putusan nomor 182 Pid.Sus
2016/PN.Sgm.
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini
adalah:
a. Mengetahui penerapan hukum pidana pelaku pencabulan terhadap anak
dibawah umur pada putusan nomor 182 Pid.Sus 2016/PN.Sgm
b. Mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan
terhadap pelaku tindak pencabulan anak pada putusan nomor 182 Pid.Sus
2016/PN.Sgm
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
1) Menjadi salah satu panduan dalam menangani tindakan penerapan hukum
terhadap pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur Menjadi salah satu
kontribusi akademis bagi kaum akdemisi penegak hukum.
2) Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran untuk
dijadikan bahan penelitian yang akan datang.
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b. Manfaat Praktis
1) Bagi masyarakat
Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang
pentingnya perlindungan terhadap perlindungan hak anak.
2) Bagi Instansi terkait Penelitian ini memberikan pemahaman terkait
pemahaman tentang penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencabulan.
3) Bagi pemerintah, Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan
informasi kepada pemerintah tentang tindakan penerapan hukum terhadap
pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur.
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BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “Strafbaar feit”, di dalam
kitab undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa
sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak pidana
disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum. Dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan
hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.
Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah-laku dan
gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak
berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.1
Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi
barangsiapa melanggar larangan tersebut.
1 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2014), h. 47-49.
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Pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum :
a. Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentun
hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dalam aturan
pidananya.
b. Apeldoorn, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti
hukum pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan oleh sebab
perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai 2 bagian
1.)Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan
hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan
tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
2.)Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk
dipertanggungjawabkan menurut hukum.
c. D. Hazewinkel-Suringa dalam bukunya membagi hukum pidana dalam arti:
1.)Objektif (ius poenale) yang meliputi:
a. Perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi
pidana oleh badan yang berhak.
Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan, apabila
norma itu dilanggar, yang dinamakan Hukum panitensier.
2.)Subjektif (ius puniendi) yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut
pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.
d. Algra Janssen, mengatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang
dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang
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telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa
tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya
dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu
seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.
e. Moeljatno, mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian daripada
keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-
dasar dan aturan untuk :
1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang,
yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi
barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar
larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana
yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan
tersebut.
f. Satochid Kartanegara, bahwa Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa
sudut yaitu :
1. Hukum Pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang
mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap
pelanggarannya diancam dengan hukuman.
16
2. Hukum Pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur
hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang
dilarang.
g. Soedarto, mengatakan Hukum Pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia
diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana
dikatakan mempunyai fungsi, yang subsideir
h. Roeslan Saleh, bahwa setiap perbuatan oleh masyarakat dirasakan sebagai
perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya
penekanan pada perasaan hukum masyarakat oleh karena itu, sesuatu perbuatan
pidana berarti perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan
tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat.2
i. Vos, delik adalah feit yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang.
j. Van hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak
orang lain.
k. Simons, delik adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah
dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat
dipertanggungjawabkan atas tindakannnya dan oleh undang-undang telah
dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.
Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah
perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman
2 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Cet. 6; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 4-8.
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(sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan
tersebut.3
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur
lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan
karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Menurut
moeljatno yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:4
a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
d. Unsur melawan hukum yang objektif.
e. Unsur melawan hukum yang subjektif.
1.)Unsur Subjektif
Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas
hukum pidana menyatakan An act does not make a person guilty unless the
mind is guiltyor actusnon facit reum nisi mens sit rea (tidak ada hukuman
kalau tidak ada kesalahan). Kesalahan yang dimaksud disini adalah
kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan
3 Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2014 ),
h.37.
4 Rahman Syamsuddin, Ismail Aris. Merajut  Hukum di Indonesia (Jakarta: Mitra Wacana
Media, 2014), hal.193-195.
18
kealpaan (negligence or schuld). Pada umumnya para pakar telah menyetujui
bahwa “kesengajaan” terdiri dari tiga, yakni :
a) Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk).
b) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn).
c) Kesengajaan keinsafan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus
evantualis).
Sedangkan kealpaan terdiri dari dua, yakni:
a) Tak berhati-hati
b) Dapat menduga akibat perbuatan itu
2.)Unsur Objektif, Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku
yang terdiri atas:
a. Perbuatan manusia, berupa.
b. Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif.
c. Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu
perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
d. Akibat (result) perbuatan manusia, akibat tersebut membahayakan atau
merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang
dilindungi oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan,
kehormatan, dsb.
e. Keadaan-keadaan (circumstances), Pada umumnya, keadaan tersebut
dibedakan antara lain:
1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan.
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2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
f. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang
membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum
adalah perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan
dengan larangan atau perintah melakukan sesuatu.
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana
Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis tertentu atau
mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang
mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar  apa yang diinginkan
demikian pula halnya dengan tindak pidana KUHP sendiri telah mengklasifikasikan
tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam buku kedua dan
ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran, kemudian bab-
babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP
terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya bab 1 buku kedua adalah kejahatan
terhadap keamanan negara, dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana
yang sasarannya adalah keamanan negara :
a. Kejahatan dan pelanggaran
KUHP menempatkan kejahatan di dalam buku kedua dan pelanggaran
dalam buku ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut
kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk
memberikan dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan.
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Dicoba membedakan bahwa kejahatan merupakan rechtsdelict atau  delik
hukum dan pelanggaran merupakan wetsdelict atau delik undang-undang, delik
hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan,
misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan
sebagainya. Sedangkan delik undang-undang misalnya saja keharusan untuk
mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau
mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor, di sini tidak tersangkut sama
sekali masalah keadilan
b. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil),
Delik Formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya
perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu
sendiri tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnnya hanya
merupakan aksi dentalia (hal yang kebetulan). Contoh delik Formal adalah Pasal
362 (pencurian), Pasal 160 (penghasutan), dan Pasal 209-210 (penyuapan). Jika
seseorang telah melakuakan perbuatan mengambil dan seterusnya, dalam delik
pencurian sudah cukup. Juga jika dipenghasutan sudah dilakukan, tidak peduli
apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu. Sebaliknya didalam delik
material titik beratnya berakibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika
akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi
masalah. Contohnya adalah Pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting adalah
matinya seseorang caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak, dan
sebagainya.
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c. Delik Dolus dan Delik Culpa
1.) Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan
kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas... dengan sengaja,
tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti...
diketahuianya, dan sebagainya.
2.) Delik culpa didalam rumusannya memuat unsur kealpaan, dengan kata...
karena kealpaanya, misalnya pada Pasal 359, 360, 195. Didalam beberapa
terjemahan kadang-kadang dipakai istilah... karena kesalahannya.
d. Delik Commissionis dan Delik Omissionis, Pelanggaran hukum dapat
berbentuk berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang
diharuskan (tocommit= melakukan; to omit = meniadakan).
1.)Delik Commissionis barang kali tidak terlalu sulit dipahami, misalnya
berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam dan sebagainya.
2.)Delik Omissionis dapat kita jumpai pada Pasal 522 (tidak datang
menghadap kepengadilan sebagai saksi), Pasal 164 (tidak melaporkan
adanya pemufakatan jahat).
e. Delik Aduan dan Delik Biasa (bukan aduan), Delik aduan (klachtdelict)
adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya
pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya,
penghinaan, perzinahan, pemerasan. Jumlah delim aduan ini tidak banyak
terdapat didalam KUHP siapa yang dianggap berkepentingan tergantung dari
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jenis deliknya dan ketentuan yang ada. Untuk perzinahan misalnya, yang
berkepentingan adalah suami atau isteri yang bersangkutan.
Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolute yang
penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relatif disini karena
adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam
keluarga (pasal 367 ayat (2) dan (3)).
Beberapa waktu yang lalu ada usul agar delik perzinahan tidak lagi
dimasukkan sebagai delik aduan, tetapi sebagai delik biasa ternyata banyak yang
menentang, sebab hal itu dapat berakibat lebih parah. Dalam proses penangkapan,
orang awam dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan jika dalam
keadaan tertangkap tangan, yaitu tertangkap ketika sedang berbuat.
Sebaliknya dalam masalah pembajakan buku, kaset, dan sebagainya, yang
semula merupakan delik aduan didalam UU hak cipta yang baru dinyatakan bukan
sebagai delik aduan.
f. Jenis Delik yang Lain
1.)Delik berturut-turut (voorgezet delict): yaitu tindak pidana yang dilakukan
berturu-turut, misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan
setiap kali seratus ribu rupiah.
2.)Delik yang berlangsung terus: misalnya tindak pidana merampas
kemerdekaan orang lain cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung
memakan waktu.
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3.)Delik berkualifikasi (gequalificeerd): yaitu tindak pidana dengan
pemberatan misalnya pencurian pada malam hari, penganiayaan berat
(Pasal 351 ayat 3 dan 4)
4.)Delik dengan privilege (gepriviligeer delict, yaitu delik dengan peringanan
misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut
diketahui (Pasal 341) ancaman pidananya lebih ringan dari pada
pembunuhan biasa.
5.)Delik politik yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai
keseluruhan seperti terhadap keselamatan kepala negara.
6.)Delik propria yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang
mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim ibu, pegawai negeri, ayah,
majikan, dan sebagainya yang disebut dalam pasal KUHP.5
7.)Delik yang tidak berlangsung terus merupakan tindak pidana yang
terjadinya tidak mensyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama.
Delik yang berlangsung terus merupakan tindak pidana yang berciri, bahwa
keadaan terlarang itu berlangsung lama, misalnya : Merampas
kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).
5 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Cet. 6; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 57-
62.
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g. Delik Tunggal dan Delik Berganda
Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan satu kali
perbuatan. Delik berganda merupakan suatu tindak pidana yang baru dianggap
terjadi bila dilakukan berkali-kali, misalnya : Penadahan sebagai kebiasaan
(Pasal 481 KUHP).
h. Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat
Penggolongan tindak pidana ini berdasarkan pada kriteria yang bersifat
kuantitatif ataupun kriminologis. Tindak pidana ringan merupakan tindak
pidana yang dampak kerugiannya tidak besar sehingga ancaman pidananya juga
ringan. Tindak pidana berat merupakan tindak pidana yang dampak kerugian
yang ditimbulkannya sangat besar sehingga ancaman pidananya berat
i. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus
Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang perumusannya sudah
terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana khusus
merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang,
misalnya tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencabulan anak
B. Tinjauan Umum Tentang Anak
1. Pengertian Anak
Definisi mengenai pengertian anak dapat dilihat dari berbagai macam
peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
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a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Batas kedewasaan anak diatur dalam Buku I bab kelimabelas bagian kesatu
yang terdapat dalam Pasal 330 KUHPerdata yang menyatakan bahwa ”Belum
dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu
tahun, dan yang sebelumnya tidak pernah  kawin”.6
b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Di dalam Pasal 45 KUHP disebutkan bahwa ”dalam menuntut anak yang
belum cukup umur (minderjaring) karena melakukan perbuatan sebelum umur
enam belas tahun, hakim dapat memutuskan : memerintahkan supaya yang
bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya,
tanpa dipidana apapun ; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan
kepada pemerintah, tanpa dipidana apapun”.7
Ketentuan batas umur dalam Pasal 45 KUHP tersebut sudah tidak
berlaku lagi karena sudah diganti dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1
ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. 8
Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8
(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan
belum kawin (Pasal 1 ayat (1)).
6 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)Grahamedia Press, h. 82
7 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (cet 4, Graha Media Press) h. 490
8 Angger Sigit Pramukti, Fuadi Primaharsya, Sistem peradilan pidana anak, yokyakarta: PT
buku seru, 2015, h. 40.
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d. Menurut hukum adat/kebiasaan.
Hukum adat tidak ada yang menentukan siapa yang dikatakan anak-anak dan
siapa dikatakan orang dewasa, akan tetapi dalam hukum adat ukuran anak
dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi berdasarkan pada ciri
tertentu yang nyata, Mr. R soepomo berdasarkan hasil penelitian tentang
hukum perdata jawa barat menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat
dilihat dari ciri-ciri yaitu dapat bekerja sendiri, cakap untuk melakukan apa
yang diisyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggungjawab.9
e. Pengertian Anak dari Aspek Agama.
Anak adalah manusia yang belum mencapai dewasa (aqil baliq) laki-laki
disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah dan perempuan ditantai dengan
menstruasi.10 Anak dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama
khususnya dalam hal ini adalah agama islam, anak merupakan makhluk yang
dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah
SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai
kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus
diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin,
sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia
seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk
9Andi lesmana, Definisi anak, Internet: https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/, 12
Juni 2017.
10 Mz inyonk, Pengertian anak, internet: https://dunkdaknyonk.blogspot.co.id/2011, 12 Juni
2017
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mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang, dalam pengertian Islam,
anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa
dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila’lamin
dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap
anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai
implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat , bangsa dan
negara.
f. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dikatakan Anak adalah seseorang
yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih
dalam kandungan (Pasal 1 ayat 1)11
2. Perlindungan Terhadap Anak
Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah,
merehabilitasi dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah,
eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh
kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.
Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-
Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan mengenai
perlindungan anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu segala kegiatan untuk
menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
11 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
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berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Perlindungan anak juga diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35
tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak
Anak meliputi:
a. non diskriminasi;
b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
d. penghargaan terhadap pendapat anak.12
Sedangkan dalam kasus tindak pidana kesusilaan yang korbannya anak-anak
di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 17 ayat (2) menjelaskan bahwa ”
Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang
berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”. Dalam hal ini maka dapat di tarik
kesimpulan bahwa perlindungan anak sebagai korban maupun pelaku tindak pidana
kekerasan seksual mempunyai hak untuk dirahasiakan identitasnya agar tidak
diketahui oleh masyarakat luas.
12 Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, darurat kejahatan seksual, Jakarta: Sinar Grafika,
2016, h. 91.
29
C. Tinjauan Umum Tentang Pencabulan
1. Pengertian Pencabulan
Pengertian perbuatan cabul (ontuchtige handeligen) adalah segala macam
wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang
lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya
yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, mengelus-elus atau menggosok-
gosok penis atau vagina, memegang buah dada mencium mulut seorang perempuan
dan sebagainya.13
Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual
dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan
kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari
cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh),
tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul:
menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan,
Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala
perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua
ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba
13 Adami chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
2007, h. 80
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anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan
cabul.14
J.M, Van Bemmellen mengemukakan bahwa perbuatan cabul itu termasuk
persetubuhan dan homoseksualitas atau perbuatan cabul yang bertentangan dengan
alam. Larangan atau hukuman terhadap pelaku perbuatan cabul, menurut Bemmellen
ditunjukkan untuk melindungi anak-anak muda (remaja) dari gangguan
perkembaangan seksual, dan perkosaan.
Selain itu menurut Bemmellen, larangan perbuatan cabul dan penghukuman
kepada pelaku adalah ditunjukkan untuk memelihara penyalahgunaan hubungan
tertentu, atau kekuasaan tertentu, misalnya orang tua kandung, orang tua tiri, wali,
majikan dan orang-orang yang menjadi pengasuh, pendidik, atau penjaga anak-anak
yang belum dewasa yang dipercayakan dan menjadi tanggungjawabnya.15
Adapun bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang
pencabulan, yaitu :16
a. Exhibitionism : Sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain
b. Voyeurism : Mencium seseorang dengan bernafsu
c. Fondling : Mengelus atau meraba alat kelamin seseorang
d. Fellato : Memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut
14 Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak,
(cet 1, Yokyakarta: Pustaka Yustisia, 2015, h. 1.
15 Neng Djubaidah, Perzinaan, , (Cet. 1; Jakarta: kencana Prenada Group, 2010), h. 75.
16 Laden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2004, h. 64.
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Tindak pidana kesusilaan mengenai perbuatan cabul dirumuskan dalam Pasal:
289, 290, 292, 293, 294, 295 dan 296 KUHP. Yang semuanya merupakan kejahatan.
Masing-masing adalah:
1. Pasal 289, mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;
2. Pasal 290, mengenai kejahatan perbuatan cabul pada orang pingsan atau tidak
berdaya, umurnya belum 15 tahun dan lain-lain;
3. Pasal 292, mengenai perbuatan cabul sesama kelamin (homo seksual);
4. Pasal 293, mengenai menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan
atau dilakukan perbuatan cabul;
5. Pasal 294, mengenai perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak di
bawah pengawasannya yang belum dewasa, dan lain-lain;
6. Pasal 295, mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak
tirinya, anak angkatnya yang belum dewasa, dan lain-lain;
7. Pasal 296, mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan
orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan;
Pelaku pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur yang dapat juga
disebut dengan child molester.
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2. Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Tentang Pencabulan
Terhadap Anak Dibawah Umur
a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Landasan yuridis dalam KUHP mengenai pencabulan terhadap anak diatur
dalam Pasal 289, 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1) dan
Pasal 295 KUHP.
1.) Pasal 289 KUHP
“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam
karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan
pidana penjara paling lama sembilan tahun.”
Perbuatan cabul yang dimaksud adalah segala perbuatan yang melanggar
kesusilaan ( kesopanan ) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam
lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya meraba-raba anggota badan atau
kemaluan. Yang dilarang dalam pasal ini bukan saja sengaja memaksa orang untuk
melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan
pada dirinya perbuatan cabul.
2.) Pasal 290 ayat (2) dan (3) berbunyi :
“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun,
(2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal
diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima
belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum
waktunya untuk dikawin;
(3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya
harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya
tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di
luar perkawinan dengan orang lain.”
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3.) Pasal 292 berbunyi :
“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama
kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa,
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”
4.) Pasal 293 berbunyi :
(1).Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang,
menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan
penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik
tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul
dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya
harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (2).
Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya
dilakukan kejahatan itu. (3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi
pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.
5.) Pasal 294 ayat (1) berbunyi :
(1)Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya,
anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa yang
pemeliharaannya, pendidikan, penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun
dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan
pidana penjara paling lama 7 tahun.
6.) Pasal 295 berbunyi :
(1) Diancam :
1. Dengan pidana penjara paling lama 5 tahun barang siapa yang dalam hal
anaknya, anak tirinya, anak angkatnya atau di bawah pengawasannya,
atau orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau
penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh pembantunya atau
bawahannya yang belum cukup umur, dengan sengaja menyebabkan dan
mempermudah dilakukan perbuatan cabul dengannya.
2. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun barangsiapa yang dalam hal
dilakukannya perbuatan cabul oleh orang selain yang disebutkan dalam
butir 1 tersebut di atas yang diketahui yang sepatutnya harus diduganya
belum dewasa dengan orang lain, dengan sengaja menyebabkan atau
memudahkan dilakukannya perbuatan cabul tersebut.
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(2.) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau
kebiasaan, maka pidana dapat di tambah sepertiga.17
b. Menurut UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU
RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Perlindungan Anak ini menegaskan bahwa
pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara
merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi
terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan
terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental,
spritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan
terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensional, tangguh,
memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila.
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk
anak yang masih dalam kandungan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan
sedini mungkin sejak janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik
tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif,
undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak.
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
17 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (cet 4, Grahamedia Press,april, 2016 ) h. 556.
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Tujuan yang ingin dicapai melalui undang-undang ini adalah menjamin
terpenuhi dan terlindunginya hak-hak anak untuk mewujudkan anak Indonesia yang
berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.
Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang
berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan. Bantuan hukum dan bantuan
lainnya juga berhak didapatkan oleh anak yang menjadi korban atau pelaku tindak
pidana. dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Pencabulan
terhadap anak diatur dalam Pasal 81 serta Pasal 82.
Pasal 81 yaitu;
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan
orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun
dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta
rupiah).
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi
setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian
kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau
dengan orang lain.
Pasal 82 yaitu:
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau
membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan
cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan
paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta
rupiah)”.18
18 Undang Undang Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014
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Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak, pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 Jo.
Pasal 76D UU Perlindungan Anak 2014 dan Pasal 82 jo. Pasal 76E UU Perlindungan
Anak 2014. Pasal 81 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :
Pasal 81
“(1) Setiap orang yang melangggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan
paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
Menurut Pasal 81 ayat ( 1 ) Pasal 76D berbunyi ;
“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan
memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”
Sedangkan, bunyi Pasal 82 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU
No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :
“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh orangtua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga
kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”
Menurut pasal 82 ayat (1) Pasal 76E
“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan,
memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau
membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan
cabul”
37
Undang-Undang Perlindungan Anak 2014 tidak memberikan penjelasan
mengenai pengertian perbuatan cabul, dalam Undang-Undang perlindungan anak
yang lama ancaman pelaku kejahatan seksual hanya diancam dengan pidana
maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp.
300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan minimal Rp 60.000.000,- (enam puluh juta
rupiah), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diubah dengan
ancaman pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 5 (lima) tahun dan denda
maksimal sebanyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Yang lebih khusus
dalam undang-undang ini adalah jika pelaku pemerkosaan atau pencabulan dilakukan
oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik maka pidananya
ditambah 1/3 (sepertiga).
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mulai efektif berlaku pertanggal
18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan paradigma hukum, diantaranya
memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah
daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaran
perlindungan anak, serta dinaikannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku
kejahatan seksual terhadap anak, serta diperkenalkannya sistem hukum baru yakni
adanya hak (restitusi) atau ganti rugi.
Menurut Pasal 82 ini dapat dihukum setiap orang yang dengan sengaja baik
dengan kekerasan maupun dengan melakukan kebohongan, tipu muslihat dan bujukan
terhadap anak di bawah umur belum berusia 18 (delapan belas) tahun untuk
melakukan sagala perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan
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anak atau korban dan membiarkan dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan
kesusilaan dan kehormatan anak oleh orang lain. Misalnya meraba-raba kemaluan
atau anggota tubuh korban, menciumi korban dan lain sebagainya.
Unsur-unsur yang harus dipenuhi, berdasarkan rumusan Pasal 82 UU No 35
tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002, maka unsur-unsur yang harus
dipenuhi dalam menerapkan kekerasan seksual terhadap anak adalah
1) Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.
2) Adanya tipu muslihat
3) Adanya serangkaian kebohongan.
4) Adanya bujukan
5) Adanya pencabulan dengan seorang anak.
Dibandingkan dengan rumusan yang dikemukakan, jika dalam Pasal 290
KUHP hukuman maksimal 7 tahun, maka cara-cara yang dilarang dalam Pasal 82 ini
jauh lebih lengkap karena merumuskan beberapa perbuatan selain kekerasan atau
ancaman kekerasan sebagai cara untuk memaksa seseorang anak bersetubuh, yaitu
dengan mengakui adanya cara-cara lain yang dapat digunakan seperti melalui tipu
muslihat, serangkaian kebohongan ataupun bujuk rayu membujuk Anak untuk
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Bahwa apabila salah satu
dari cara-cara tersebut unsurnya terpenuhi dan anak yang dipaksa untuk bersetubuh
masih berumur 18 tahun kebawah, maka kepada pelaku dapat dijerat dengan Pasal 82
ini.
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1. Akibat
Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002
khususnya pada Pasal 82 yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual atau
pencabulan terhadap anak, tidak merumuskan dengan tegas apa yang diperkirakan
menjadi akibat dari kekerasan yang dialami korban, yang juga berkaitan dengan
tiadanya pemberatan hukuman atau sanksi terhadap kondisi atau akibat-akibat
tertentu dari kekerasan seksual terhadap anak tersebut.
Tidak adanya pengaturan mengenai akibat yang ditimbulkan dari kekerasan
seksual tersebut terhadap anak, tentunya sangat merugikan bagi anak yang menjadi
korban. Apapun bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, apakah dengan
kekerasan atau dengan bujukan tetap menimbulkan akibat gangguan fisik, seksual dan
psikis bagi anak yang menjadi korban.
2. Pelaku
Ketentuan mengenai pelaku sebagaimana yang diatur dalam UU No. 35 tahun
2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 ini, menggunakan istilah “setiap
orang” yang dapat merujuk pada kedua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan.
Hal ini dimungkinkan karena dalam konteks korban adalah anak, maka perempuan
juga mungkin untuk menjadi pelaku bagi anak laki-laki yang belum memahami
dengan benar mengenai hubungan seksual dan mudah untuk diintimidasi dengan
kekerasan, tipu muslihat atau dibujuk oleh orang yang lebih dewasa. Laki-laki dan
atau perempuan juga dapat menjadi pelaku dalam bentuk kekerasan seksual berupa
pemaksaan bersetubuh dengan orang lain.
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3. Korban
Dalam kaitannya dengan Undang-undang perlindungan anak, maka yang
dapat menjadi korban adalah anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, untuk tindak pidana
kekerasan berdasarkan undang-undang ini tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin.
Dengan asumsi bahwa anak-anak baik laki-laki maupun perempuan belum
memahami tentang hubungan seksual, cara dan akibatnya, maka anak-anak baik laki-
laki maupun perempuan berpeluang untuk menjadi korban kekerasan seksual.
4. Ketentuan Pidana
Berkaitan dengan kekerasan seksual (pencabulan) terhadap anak, maka Pasal
82 UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang
perlindungan anak menyatakan :
Pasal 82
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga
kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman
pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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Menurut pasal 82 ayat (1) Pasal 76E “Setiap Orang dilarang melakukan
Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan
serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan
dilakukan perbuatan cabul”
Ketentuan-ketentuan tersebut diatas telah mengatur secara lebih spesifik
tentang pencabulan terhadap anak dengan sanksi yang jauh lebih berat daripada yang
ditetapkan dalam Pasal 290 KUHP yang hukuman maksimal 7 tahun. Adalah penting
untuk memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan yang belum dewasa,
sehingga setiap laki-laki yang berniat untuk bersetubuh atau berbuat cabul dengan
perempuan tersebut, akan mengetahui dan memahami resiko yang lebih besar
D. Pencabulan atau Zina Dalam Islam
Zina adalah sebuah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan tanpa
memiliki ikatan yang sah dalam sebuah pernikahan, dilakukan secara sadar serta
tanpa adanya unsur syubhat. Zina merupakan perbuatan yang sangat tercela dan
pelakunya mendapatkan sanksi atau hukuman yang sangat berat, baik hukum cambuk
maupan rajam karena alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan
akal.
Zina atau pencabulan dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum
yang harus diberi hukuman setimpal, karena mengingat akibat yang ditimbulkan
sangat buruk. Hubungan bebas dan segala bentuk diluar ketentuan agama adalah
perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat dan
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merupakan perbuatan yang sangat nista. Allah SWT berfirman: Mendekati zina atau
perbuatan cabul terdapat dalam AL-Qur’an Surah Al-Isra/17: Ayat 32. 19
 َﻻَو ْاُﻮﺑَﺮَۡﻘﺗ َٰٓۖﻰﻧ ﱢﺰﻟٱ ُﮫﱠِﻧإۥ ٗﻼِﯿﺒَﺳ َٓءﺎَﺳَو ٗﺔَﺸِﺤ َٰﻓ َنﺎَﻛ٣٢
Terjemahnya:
“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu
perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”
Berdasarkan ayat diatas, setiap ummat Islam dilarang mendekati perbuatan
zina atau perbuatan cabul. Al-Qur’an dan sunnah secara tegas menjelaskan hukum
bagi pelaku zina baik yang masih gadis atau bujang belum menikah (ghairu muhsan)
yakni didera seratus kali. Sementara bagi pelaku zina yang sudah menikah (muhsan)
dikenakan sanksi rajam, rajam secara bahasa berarti melempari batu, sedangkan
menurut istilah, rajam adalah melempari dengan batu pada pezina muhsan sampai
menemui ajalnya. Dasar hukum didera atau cambuk adalah firman Allah dalam surah
Al-Nur ayat 2.
 َُﺔِﯿﻧا ﱠﺰﻟٱ َوِﻲﻧا ﱠﺰﻟٱ َﻓ ْاوُِﺪﻠۡﺟﭑ ِﻲﻓ َٞﺔﻓۡأَر ﺎَﻤِِﮭﺑ ﻢُﻛۡﺬُﺧَۡﺄﺗ َﻻَو ٖۖةَﺪۡﻠَﺟ ََﺔْﺋﺎِﻣ ﺎَُﻤﮭۡﻨ ﱢﻣ ٖﺪِﺣ َٰو ﱠﻞُﻛ
 ِﻦﯾِد ُۡﺆﺗ ُۡﻢﺘﻨُﻛ ِنإ ِﺑ َنُﻮﻨِﻣ َو ِمَۡﻮﯿۡﻟٱ ِۖﺮِﺧٓۡﻷٱ َﻦ ﱢﻣ َٞﺔِﻔٓﺋَﺎط ﺎَُﻤَﮭﺑاَﺬَﻋ َۡﺪﮭَۡﺸﯿۡﻟَو
 َﻦِﯿﻨِﻣۡﺆُﻤۡﻟٱ٢
Terjemahan:
19 Departemen Agama Republik Indonesia , Al-Qur’an dan Tafsirnya, jilid 5 cet ulang,
semarang: Wicaksana, 1994 dalam Neng Djubaidah, Perzinaan, , (Cet. 1; Jakarta: kencana Prenada
Group, 2010), h. 74.
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“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap
seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada
keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu
beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan)
hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman"
Adapun dasar penetapan hukum rajam adalah hadis Nabi Muhammad SAW:
“Ambillah dariku! Ambillah dariku! Sungguh Allah telah memberi jalan
kepada mereka.  Jejaka yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan
diasingkan selama satu tahun, dan orang yang telah menikah melakukan zina
didera seratus kali dan dirajam.” (HR. Muslim)
Hukuman bagi pelaku zina atau berbuat cabul yang masih gadis atau bujang
adalah berupa jilid atau cambuk atau dera atau sebat sebanyak 100 (seratus) kali dan
hukuman pengasingan selama 1 tahun. Sedangkan hukuman terhadap pelaku zina
muhsan atau muhsanah, yaitu orang yang telah melakukan perkawinan adalah
hukuman rajam.
Hadis riwayat Abu Daud dari Jabir bin Abdullah, bahwa ada seorang laki-laki
berzina dengan seorang perempuan, lalu Oleh Nabi SAW diperintahkan kepada laki-
laki itu untuk didera sebagai hukumannya. Tetapi kemudian ia diberitahu bahwa laki-
laki tersebut adalah muhsan (sudah kawin) maka diperintahkan untuk dirajam, lalu
iapun dirajam. 20
Macam-Macam Zina
Sebuah hadits Dari Abu Hurairah r.a. Bahwa Rasulullah saw telah bersabda
yang artinya:
20 Neng Djubaidah, Perzinaan, , (Cet. 1; Jakarta: kencana Prenada Group, 2010), h. 133-134
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“Kedua mata itu bisa melakukan zina, kedua tangan itu (bisa) melakukan zina,
kedua kaki itu (bisa) melakukan zina. Dan kesemuanya itu akan dibenarkan
atau diingkari oleh alat kelamin.” (Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam
Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah).
dan
“Tercatat atas anak Adam nasibnya dari perzinaan dan dia pasti
mengalaminya. Kedua mata zinanya melihat, kedua telinga zinanya
mendengar, lidah zinanya bicara, tangan zinanya memaksa (memegang
dengan keras), kaki zinanya melangkah (berjalan) dan hati yang berhazrat dan
berharap. Semua itu dibenarkan (direalisasi) oleh kelamin atau
digagalkannya.” (HR Bukhari).
Pelaku zina dikategorisasikan dalam dua macam, yaitu pezina muhsan dan gairu
muhsan.
1. Zina Muhsan, adalah orang yang sudah baliq, berakal, merdeka, dan sudah
pernah bercampur  dengan pernikahan yang sah. Para ulama sepakat bahwa
hukuman terhadap pezina muhsan adalah dirajam yaitu dikubur sampai batas
pundak dan dilempari dengan batu sampai meninggal. Didasarkan atas hadis
Nabi Muhammad SAW.
“Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah saw. Ketika beliau
sedang berada di dalam masjid. Laki-laki itu memanggil-manggil Nabi seraya
mengatakan, “Hai Rasulullah aku telah berbuat zina, tapi aku menyesal.”
Ucapan itu di ulanginya sampai empat kali. Setelah Nabi mendengar
pernyataan yang sudah empat kali diulangi itu, lalu beliau pun memanggilnya,
seraya berkata, “Apakah engkau ini gila?” Tidak, jawab laki-laki itu, Nabi
bertanya lagi, “Adakah engkau ini orang yang muhsan?” “Ya!” jawabnya.
Kemudian, Nabi bersabda lagi, “Bawalah laki-laki ini dan langsung rajam
oleh kamu sekalian.” (HR. Bukhari Muslim)
2. Zina Ghairu Muhsan, adalah perawan atau perjaka yang melakukan hubungan
badan. Bagi mereka adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu
tahun:
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Hukuman zina tidak hanya menimpa pelakunya saja, tetapi juga berimbas
kepada masyarakat sekitarnya, karena murka Allah akan turun kepada kaum atau
masyarakat yang membiarkan perzinaan hingga mereka semua binasa, berdasarkan
sabda Rasulullah SAW:
“Jika zina dan riba telah merebak di suatu kaum, maka sungguh mereka telah
membiarkan diri mereka ditimpa azab Allah.” (HR. Al-Hakim).
dalam riwayat lain Rasulullah saw bersabda:
“Ummatku senantiasa ada dalam kebaikan selama tidak terdapat anak zina,
namun jika terdapat anak zina, maka Allah Swt akan menimpakan azab
kepada mereka.” (H.R Ahmad).
Syarat-syarat pezina mendapatkan hukuman
Hukuman yang ditetapkan atas diri seseorang yang berzina dapat dilaksanakan
dengan syaarat-syarat sebagai berikut:
1. Orang yang berzina itu berakal atau waras.
2. Orang yang berzina sudah cukup umur (baligh).
3. Zina dilakukan dalam keadaan tidak terpaksa, tetapi atas kemauannya sendiri.
4. Orang yang berzina tahu bahwa zina itu diharamkan.
Jadi hukuman tidak dapat dijatuhkan dan dilaksanakan terhadap anak kecil,
orang gila dan orang yang dipaksa untuk melakukan zina.
Hal ini didasarkan pada hadits Nabi saw, sebagai berikut:
“Tidaklah dicatat dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak-
anak hingga dia baligh, dan dari orang gila hingga dia waras.”21
E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan
21Zeny, Hukum Perzinahan, Internet: https://zenyqq.wordpress.com/2012/12/28/hukum-
perzinahan-menurut-pandangan-islam/
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Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi dua
kategori, yaitu :
1. Pertimbangan Yuridis
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang
didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh
undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-
hal yang dimaksud tersebut antara lain:
1.) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah
pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas
terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut
waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan
pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang
pengadilan.
2.) Keterangan terdakwa
Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang
tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami
sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan
hakim, jaksa penuntut umum ataupun dari penasihat hukum.
3.) Keterangan saksi
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Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang
keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat
sendiri, alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan
mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu
dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.
4.) Barang-barang bukti
Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan
penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang
meliputi:
5.) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana
Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu
dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan
hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti
tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang
dirumuskandalam pasal peraturan hukum pidana. 35 Kemudian setelah
mencantumkan hal-hal tersebut di atas. Lazimnya dalam praktik pada putusan
Hakim selanjutnya langsung dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-
hal yang meringankan. Kalau kita mencermati KUHP, maka adapun alasan-alasan
yang meringankan hukuman dalam KUHP adalah percobaan, membantu dan
belum dewasa. Alasan-alasan yang memberatkan hukum dalam KUHP adalah
kedudukan sebagai jabatan, recidive dan samenloop. Alasan-alasan yang
mengurangi beratnya hukuman di luar KUHP adalah terdakwa tidak berbelit-belit
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dalam memberikan keterangan, mengakui kesalahan, dan dia baru pertama kali
melakukan tindak pidana. Alasan-alasan yang menambah beratnya hukuman Di
luar KUHP adalah terdakwa tidak jujur dan berbelit-belit, tidak mengakui
kesalahannya, perbuatannya keji dan tidak berperikemanusiaan serta pernah
melakukan tindak pidana.
2. Pertimbangan Sosiologis
Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan yang menggunakan
pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-
nilai yang terkandung dalam masyarakat. Pasal 5 Ayat (1) Rancangan KUHP
Nasional Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam pemidanaan, hakim
mempertimbangkan:
1. Kesalahan terdakwa;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap batin membuat tindak pidana;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku;
6. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban.
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Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan
keyakinan-keyakinan yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu pengetahuan
tentang sosiologis dan psikologis perlu dimiliki oleh seorang hakim.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian lapangan (Field Research), yang
dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang
bersumber dari buku-buku, telah terhadap dokumen perkara serta putusan-putusan
Pengadilan Negeri Sungguminasa.
2. Lokasi Penelitian
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan
skripsi ini, maka lokasi Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Negeri
Sungguminasa.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan Penelitian yang dilakukan adalah pendekatan penelitian hukum
normatif-empiris (applied law research), menggunakan studi kasus hukum normatif-
empiris berupa produk perilaku hukum, pokok kajiannya adalah penerapan hukum
pidana pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur pada putusan nomor 182
Pid.Sus 2016/PN.Sgm serta pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan
putusan terhadap pelaku tindak pencabulan anak pada putusan nomor 182 Pid.Sus
2016/PN.Sgm, guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum
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normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang di
berlakukan pada peristiwa hukum in concerto dalam masyarakat, sehingga dalam
penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yaitu:
1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normative yang berlaku.
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa in concerto guna mencapai
tujuan yang telah di tentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui
perbuatan. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realiasi pelaksanaan
ketentuan-ketentuan hukum normative yang dikaji telah dijalankan secara patut
atau tidak.
Karena penggunanan kedua tahapan tersebut, maka penelitian hukum normatif-
empiris membutuhkan data sekunder dan data primer:
1. Data Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya
mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-
undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-
undangan dan putusan-putusan hakim.1 Bahan yang berupa peraturan
perundang-undangan, dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan
adalah, Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang perlindungan anak.
2. Data Sekunder, antara lain berupa wawancara langsung dengan pihak-pihak
yang terkait.
1 Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2015),
hlm.181.
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C. Metode Pengumpulan Data
Sehubungan dengan pendekatan penelitian diatas, teknik pengumpulan data
yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research),
dilakukan dengan cara mengunjungi langsung ke objek penelitian yaitu Pengadilan
Negeri Sungguminasa. Penelitian ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan seperti:
1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian
terhadap proses pencabulan terhadap anak di Instansi terkait.
2. Wawancara, yaitu melakukan tanya-jawab dengan pihak-pihak yang
berhubungan dengan masalah penelitian yaitu birokrat, pihak pelaku
(tersangka) dan keluarganya serta pihak yang terkait di dalamnya.
D. Instrumen Penelitian
Instrumen Penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian saat
sudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan adalah wawancara,
dokumentasi, dan observasi. Instrumen penelitian inilah yang akan menggali data dari
sumber-sumber informasi.
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Dalam penulisan ini, data yang diperoleh kemudian di kumpulkan baik secara
primer maupun sekunder, dan di analisis secara mendalam. Selanjutnya diajukan
secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan
permasalahan dengan penyelesaiannya yang berkaitan dengan penulisan ini.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Penerapan hukum pidana pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur
pada putusan nomor 182 PID.SUS 2016/PN.SGM
Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan
kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan
memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Penuntut Umum, oleh
karena itu penulis terlebih dahulu membahas mengenai uraian posisi kasus dalam
dalam putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa nomor 182
PID.SUS/2016/PN.Sungguminasa
1. Identitas Terdakwa
Nama lengkap : Basri dg Taba Bin Supu Dg Ngoyo
Tempat lahir : Pancana
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/ 31 Desember 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pancana Ds. Julukanaya Kec. Pallangga Kab.Gowa
Agama : Islam
pekerjaan : Wiraswasta
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2. Posisi kasus
Terdakwa Basri Dg Taba Bin Supu Dg Ngoyo pada hari Senin tanggal 2 Mei
2016 sekitar jam 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei
dalam tahun 2016 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di
samping sebuah rumah milik Dg Pali tepatnya di Dusun Bonto Biraeng Desa
Panakukang Kec. Pallangga Kab. Gowa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang
masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang
memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,, melakukan serangkaian kebohongan,
atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,
yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai
berikut;
“Awalnya Nurul Frisky mengeluh kepada terdakwa dikarenakan menelan
tulang ikan, selanjutnya terdakwa berkata “Tunggu dulu saya habiskan jualan
ikanku”, kemudian terdakwa meninggalkan Nurul Frisky dan AN “NF” dan
tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali lagi menemui Nurul Frisky dan
AN “NF” dan berkata kepada Nurul Frisky “Bagaimana sembuhmi lehermu”,
dan dijawab Nurul Frisky “Belum”, kemudian terdakwa mengatakan
“Sinimimoko ku tiup, tapi buka dulu baju sama celanamu”, namun Nurul
Frisky berkata “Tidak mauja, kenapa leherku sakit na celanaku dibuka sama
bajuku, turunmi tulang ikanka berhentimi”, kemudian terdakwa kembali
berkata “Mauko uang”, dan dijawab Nurul Frisky dan AN “NF” “Iye”,
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selanjutnya terdakwa memberi uang dan menyuruh Nurul Frisky untuk
menukar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada
saat NURUL FRISKY pergi menukar uang tersebut, terdakwa dengan secara
paksa langsung menarik AN “NF” ke samping rumah milik DG PALI dan
kemudian terdakwa membuka celana AN “NF” selanjutnya terdakwa
mengeluarkan alat kelaminnyanya (penisnya) melalui samping celana yang
terdakwa gunakan, kemudian terdakwa menarik AN “NF” ke depan terdakwa
dan berusaha untuk memasukkan alat kelaminnya (penisnya) ke dalam lubang
alat kelamin (vagina) AN “NF” dengan cara menggosokkan alat kelamin
(penis) terdakwa ke alat kelamin (vagina) AN “NF”, namun dikarenakan alat
kelamin (penis) terdakwa tidak dapat masuk ke dalam lubang alat kelamin
(vagina) AN “NF”, selanjutnya terdakwa menyuruh AN “NF” untuk
memegang pundak terdakwa dan terdakwa mencium pipi kanan AN “NF” dan
saat itu NURUL FRISKY datang dari menukar uang sehingga terdakwa tidak
melanjutkan perbuatannya dan langsung memperbaiki celana yang terdakwa
gunakan kemudian memberi uang kepada NURUL FRISKY dan AN “NF”
masing-masing sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan selanjutnya
terdakwa meninggalkan tempat tersebut.”
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Pertama :
Bahwa terdakwa Basri Dg Taba Bin Supu Dg Ngoyo pada hari Senin tanggal
2 Mei 2016 sekitar jam 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam
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bulan Mei dalam tahun 2016 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2016,
bertempat di samping sebuah rumah milik Dg Pali tepatnya di Dusun Bonto Biraeng
Desa Panakukang Kec. Pallangga Kab. Gowa atau setidak-tidaknya pada suatu
tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekerasan atau
ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian
kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan
perbuatan cabul, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa.
Bahwa awalnya Nurul Frisky mengeluh kepada terdakwa dikarenakan
menelan tulang ikan, selanjutnya terdakwa berkata “Tunggu dulu saya habiskan
jualan ikanku”, kemudian terdakwa meninggalkan Nurul Frisky dan AN “NF” dan
tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali lagi menemui Nurul Frisky dan AN
“NF” dan berkata kepada Nurul Frisky “Bagaimana sembuhmi lehermu”, dan
dijawab NURUL FRISKY “Belum”, kemudian terdakwa mengatakan “Sinimimoko ku
tiup, tapi buka dulu baju sama celanamu”, namun Nurul Frisky berkata “Tidak
mauja, kenapa leherku sakit na celanaku dibuka sama bajuku, turunmi tulang ikanka
berhentimi”, kemudian terdakwa kembali berkata “Mauko uang”, dan dijawab Nurul
Frisky dan AN “NF” “Iye”, selanjutnya terdakwa memberi uang dan menyuruh Nurul
Frisky untuk menukar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya
pada saat Nurul Frisky pergi menukar uang tersebut, terdakwa dengan secara paksa
langsung menarik AN “NF” ke samping rumah milik Dg Pali dan kemudian terdakwa
membuka celana AN “NF” selanjutnya terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya
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(penisnya) melalui samping celana yang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa
menarik AN “NF” ke depan terdakwa dan berusaha untuk memasukkan alat
kelaminnya (penisnya) ke dalam lubang alat kelamin (vagina) AN “NF” dengan cara
menggosokkan alat kelamin (penis) terdakwa ke alat kelamin (vagina) AN “NF”,
namun dikarenakan alat kelamin (penis) terdakwa tidak dapat masuk ke dalam lubang
alat kelamin (vagina) AN “NF”, selanjutnya terdakwa menyuruh AN “NF” untuk
memegang pundak terdakwa dan terdakwa mencium pipi kanan AN “NF” dan saat itu
Nurul Frisky datang dari menukar uang sehingga terdakwa tidak melanjutkan
perbuatannya dan langsung memperbaiki celana yang terdakwa gunakan kemudian
memberi uang kepada Nurul Frisky dan AN “NF” masing-masing sebesar Rp. 6.000,-
(enam ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat tersebut.
Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, AN “NF” mengalami trauma dan
sering melamun tidak seperti biasanya yang selalu riang dan ceria.
Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 14/V/2016/Forensik
tanggal 04 Mei 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr.
Mauluddin. M,Sp.F, selaku dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara
Makassar, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu telah diperiksa satu korban
hidup berjenis kelamin perempuan dan berusia anak; selaput dara tidak ditemukan
kelainan; serambi kemaluan tidak ditemukan kelainan; liang senggama tidak
ditemukan kelainan; tanda kehamilan tidak ditemukan pada saat pemeriksaan dan
perlukaan pada bagian tubuh lainnya tidak ditemukan (terlampir dalam berkas
perkara).
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Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut AN “NF” masih
berumur 6 (enam) tahun sebagaimana Foto Copy Akta Kelahiran  Nomor :
15612/IST/CS/2012, yang dikeluarkan di Sungguminasa pada tanggal 20 Desember
2012 dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Gowa, H. Bambang Suwandi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21
Desember 2009 telah lahir AN “NF” anak kedua, berjenis kelamin perempuan dari
suami isteri bernama Sainal dan Nuryanti (terlampir dalam berkas perkara).
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal
82 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas UU RI No. 23
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdakwa mengerti isi maksud dakwaan dan
tidak akan mengajukan eksepsi dalam perkara ini ;
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta yang ada di
persidangan serta unsur-unsur terpenuhi dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No.
35 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang  RI No. 23 tahun 2002
tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut
a. Unsur setiap orang
Unsur setiap orang adalah siapa saja dalam arti manusia yang merupakan
pendukung hak dan kewajiban yang mempunyai kewajiban untuk mentaati
peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah/negara yang dijadikan oleh
negara sebagai pelaku hukum atau subjek hukum
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b. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,
memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau
membujuk anak
c. Unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, telah terbukti
terpenuhi.
Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang
dibuktikan dipersidangan yang menjadi unsur pelaku hukum atau subjek hukum
adalah Basri Dg Taba Bin Supu Dg Ngoyo
Tuntutan Penuntut Umum dibacakan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Sungguminasa dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan secara
berturut-turut berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka
penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan
Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara memutuskan :
1. Menyatakan terdakwa Basri Dg Taba Bin Supu Dg Ngoyo bersalah
melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur sebagai
mana dakwa kami yaitu melanggar ketentuan pasal 82 ayat 1 (satu) Undang-
Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.
23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Mengajukan pidana penjara terhadap terdakwa Basri Dg Taba Bin Supu Dg
Ngoyo selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam
tahanan dengan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar
Rp 100,000,000- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
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3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 2,000- (dua ribu rupiah).
5. Amar Putusan
Setelah meninjau alat-alat bukti yang ada serta pertimbangan yuridis, maka
sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu hakim mempertimbangkan hal-hal yang
dapat dijadikan dasar sebagai alasan menghapus pidana, dimana dalam kasus ini
berdasarkan fakta-fakta hukum tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan  alasan
pemaaf dan pembenar sebagai alasan penghapus pidana dan terdakwa menurut
hukum dinilai cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Sebelum menjatuhkan pidana hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan
pula hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan.
Mengingat Pasal-Pasal 152 KUHAP s/d Pasal 182 KUHAP, Pasal 82 ayat (1.)
Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 8 Tahun 1981
tentang KUHAP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangutan.
MENGADILI :
1. Menyatakan Terdakwa Basri Dg Taba Bin Supu Dg Ngoyo, terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk
melakukan perbuatan cabul”.
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa selama 8
(delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 100,000,000,- (seratus juta rupiah)
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dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara
selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.
2,000,- (dua ribu rupiah)
Bahwa untuk membuktikan dakwaan, Jaksa Penuntut Umum telah
mengajukan beberapa orang saksi dipersidangan dan telah disumpah menurut
agamanya masing-masing dimuka persidangan dan pada pokoknya telah memberikan
keterangan.
Surat dakwaan merupakan dasar bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menyusun
sebuah surat tuntutan dan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana
terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Oleh karena itu dalam membuat surat
dakwaan, penuntut umum dituntut untuk mengaplikasikan ilmunya sebagai sarjana
hukum dalam pembuatan surat dakwaan tersebut, bukan saja keahlian di bidang
hukum pidana formil maupun hukum pidana materil, dalam membuat surat dakwaan
ada beberapa syarat yang harus terpenuhi agar suatu dakwaan dianggap sah syarat
tersebut terdapat dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP1 yang dirumuskan sebagai berikut
1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (cet 4, Grahamedia Press,april, 2016 ) hal. 726
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Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani
serta berisi :
a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,
kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang
didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu
dilakukan.
Antara poin a dan b diatas syarat yang terpenting yang harus mendapat
perhatian lebih dari penuntut umum adalah syarat yang ada di poin b karena apabila
syarat yang ada di poin b tersebut tidak terpenuhi, maka dakwaan akan batal demi
hukum.
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, pada dasarnya memerlukan bahwa surat
dakwaan itu harus berisi
a. Surat uraian yang cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang
didakwakan kepada terdakwa
b. Suatu penyebutan yang tepat mengenai waktu dilakukannya tindak pidana
yang didakwakan kepada para terdakwa
c. Suatu penyebutan yang tepat mengenai tempat dilakukan tindak pidana
yang didakwakan kepada terdakwa atau para terdakwa.
Alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan
adalah:
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1. Keterangan saksi
a. Saksi Nurul Friski Binti Seni
b. Saksi AN “NF” Binti Seni.
c. Saksi Jumaeda, Dg, Jimmi Binti Dg, kulle.
d. Saksi Nuryanti Dg. Mawar Binti Mursalam Dg. Pali.
2. Keterangan terdakwa
Basri Dg Taba Dg Supu Dg Ngoyo
- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan adalah masalah ia telah melakukan
perbuatan cabul terhadap AN “NF” sebagai korban.
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 2 Mei 2016 sekitar jam 16.30
Wita di Dusun Bontobiraeng Desa Panakkukang, Kecamatan Pallangga,
Kabupaten Gowa.
- Bahwa pada saat kejadiaan terdakwalah yang mengangkat Rok korban
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa sempat membujuk korban memakai
uang, pada saat itu terdakwa mempunyai uang Rp, 60,000- (enam puluh
ribu rupiah) tapi terdakwa memberikan uang Rp 50,000- (lima puluh ribu
rupiah) kakak korban untuk menukar uang tersebut untuk dibagikan
kekorban dan kakak korban.
- Bahwa pada saat kakak korban pergi menukarkan uang tersebut maka
terdakwa menarik paksa korban kesamping rumah lalu terdakwa
membuka paksa celana korban dan terdakwa mengeluarkan kelamin
terdakwa melalui samping celana yang terdakwa gunakan, kemudian
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terdakwa berusaha untuk memasukkan kelamin terdakwa ke kelamin
korban dengan cara menggesek-gesekkan kealat kelamin korban namun
kelamin terdakwa tidak bisa masuk selanjutnya terdakwa menyuruh
korban untuk memegang pundak terdakwa, lalu terdakwa mencium pipi
kanan korban.
- Bahwa terdakwa tahu korban adalah anak perempuan.
- Bahwa umur terdakwa sekitar 50 tahun.
- Bahwa terdakwa mempunyai isteri dan umur isteri terdakwa sekarang
umur 45 tahun.
- Bahwa pada saat terdakwa mengangkat rok korban selanjutnya terdakwa
menggesek-gesekkan kealat kelamin korban.
- Bahwa alat kelamin korban berdiri pada saat menggesek-gesekkan
kekelamin korban.
- Bahwa saat kejadian yang berada didalam rumah adalah terdakwa dan
korban.
- Bahwa saat kejadian korban memakai celana dalam.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak memasukkan kelamin terdakwa
kekelamin korban.
- Bahwa posisi terdakwa pada saat mau melakukan pencabulan kekorban
adalah terdakwa duduk di kursi terus korban terdakwa tarik lalu terdakwa
mengangkat rok korban terus terdakwa mencium pipinya lalu menggesek-
gesekkan kelamin terdakwa ke kelamin korban
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- Bahwa pada saat kejadian tedakwa mencium pipi korban 1(satu) kali.
- Bahwa pada saat kejadian kelamin terdakwa mengeluarkan air Mani.
- Bahwa pada saat itu terdakwa membuang air mani terdakwa didalam
celana.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan keanak-anak lain Cuma korban.
- Bahwa pada saat kejadian air Mani terdakwa tidak menyentuh badan
korban atau baju korban.
- Bahwa ketika korban mencium korban, korban tidak sempat meraung-
raung atau menangis atau memukul terdakwa.
- Bahwa pada saat itu kemaluan terdakwa Cuma disamping kemaluan
korban.
- Bahwa dengan perbuatan terdakwa ini terdakwa menyesal dan khilaf.
- bahwa dalam perkara ini tidak diajukan barang bukti sehingga tidak akan
dipertimbangkan dalam perkara ini.
6. Analisis penulis
Dalam dakwaan terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum  dengan
dakwaan tunggal, sehingga majelis hakim akan langsung mempertimbangkan tunggal
tersebut yaitu pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
perubahan atas Undang-undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak,
Berdasarkan pasal yang dipersangkakan oleh para penyidik yang telah
dituangkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. PDM-
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56/SNGGU/Ep.1/07/2016 dan diterapkan dalam putusan No. 182 Pid.Sus
2016/PN.Sungguminasa ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pidana pasal 82
ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-
Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak,
Rumusan surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan hasil pemeriksaan
penyidikan untuk kemudian diajukan dalam persidangan. Tuntutan Jaksa Penuntut
Umum telah sesuai dengan pasal-pasal yang dipersangkakan kepada terdakwa Basri
Dg Taba Bin Supu Dg Ngoyo dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pidana penjara
selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan
dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, sekiranya sudah tepat.
Tuntutan Jaksa penuntut umum tersebut telah sesuai dengan unsur-unsur
tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa yang
hukuman maksimalnya adalah 15 (lima belas) tahun penjara. dan fakta-fakta yang
terungkap dipersidangan terbukti bahwa terdakwa melanggar dakwaan tunggal yakni
pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas
Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, adapun yang
harus diperhatikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan tuntutan ialah
membuat terdakwa mendapatkan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya lagi
dan menjadikan hukuman yang diberikan sebagai pelajaran agar tidak melanggar
hukum.
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B. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap
pelaku tindak pencabulan anak pada putusan nomor 182 PID.SUS
2016/PN.SGM
1. Pertimbangan hukum oleh hakim
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa
keadilan baik bagi korban maupun bagi terdakwa untuk menentukan bahwa terdakwa
terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian
sebagai mana diatur dalam pasal 183 KUHAP2 sebagai berikut :
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang
bersalah melakukannya”.
Berdasarkan rumusan Pasal diatas, sistem pembuktian yang dianut dalam
KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara gabungan antara
sistem pembuktian positif dan negatif sistem pembuktian tersebut terdiri dari dua
komponen yaitu :
a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang
sah menurut undang-undang
b. Keyakinan hakim harus didasarkan atas cara dengan alat-alat bukti yang sah
menurut undang-undang.
2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (cet 4, Grahamedia Press,april, 2016 ) h. 740-
741
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Alat bukti sah sebagai mana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP terdiri
dari :
a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
c. Surat,
d. Petunjuk
e. Keterangan terdakwa.
Dalam hal ini alat bukti yang sah untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan
bagi hakim, yakni keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk. Selain
itu juga dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
Kesesuaian antara masing-masing alat bukti serta barang bukti, maka diperoleh fakta
hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan. Berdasarkan
ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, penulis menganggap bahwa keseluruhan alat
bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan
terdakwa, dan petunjuk menunjukkan kesesuaian satu sama lain.
Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam membuat
keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwah. Pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai maka
hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Pertimbangan majelis hakim
pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini setelah
mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan visum et
repertum, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
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- Bahwa terdakwa Basri Dg Taba Bin Supu Dg Ngoyo pada hari Senin tanggal 2
Mei 2016 sekitar jam 16.30 Wita, bertempat di samping sebuah rumah milik Dg
Pali tepatnya di Dusun Bonto biraeng Desa Panakukang Kec. Palangga Kab.
Gowa, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian
kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan
dilakukan perbuatan cabul.
- Bahwa awalnya Nurul Frisky mengeluh kepada terdakwa dikarenakan menelan
tulang ikan, selanjutnya terdakwa mengatakan “tunggu dulu saya habiskan
jualan ikanku” , kemudian terdakwa meninggalkan Nurul Frisky dan AN “NF”
dan tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali lagi menemui Nurul Frisky
dan AN “NF” dan berkata kepada Nurul Frisky “bagaimana sembuhmi
lehermu”, dan dijawab Nurul Frisky “belum” .
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengatakan, “sinimoko ku tiup, tapi buka
dulu baju sama celanamu” lalu Nurul Frisky berkata “tidak mauja, kenapa
leherku sakit na celanaku dibuka sama bajuku, turunmi tulang ikanka
berhentimi”, kemudian terdakwa kembali berkata “mauko uang”, dan dijawab
Nurul Frisky dan AN “NF” “iye”, selanjutnya terdakwa memberi uang dan
menyuruh Nurul Frisky untuk menukar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh
ribu rupiah), selanjutnya pada saat Nurul Frisky pergi menukar uang tersebut,
terdakwa dengan secara paksa langsung menarik AN “NF” ke samping rumah
milik DG Pali dan kemudian terdakwa membuka celana AN “NF” selanjutnya
terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (penisnya) melalui samping celana
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yang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa menarik AN “NF” kedepan
terdakwa dan berusaha untuk memasukkan alat kelaminnya (penisnya) kedalam
lubang kelamin (vagina) AN “NF” dengan cara menggosokkan alat kelamin
(penis) terdakwa ke alat kelamin (vagina) AN “NF”, namun dikarenakan alat
kelamin (penis) etrdakwa tidak bisa masuk ke alat kelamin (vagina) AN “NF”,
selanjutnya terdakwa menyuruh AN “NF” untuk memegang pundak terdakwa
dan terdakwa mencium pipi kanan AN “NF” dan saat itu Nurul Frisky datang
dari menukar uang sehingga terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya dan
langsung memperbaiki celana yang terdakwa gunakan kemudian memberi uang
kepada Nurul Frisky dan AN “NF” masing-masing sebesar Rp. 6000,- (enam
ribu rupiah)dan selanjutnya terdakwa meninggalkan termpat tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, AN “NF” mengalami trauma dan
sering melamun tidak seperti biasanya yang selalu riang dan ceria.
- Bahwa berdasarkan hasil visum et Repertum Nomor : 14/2016/Forensik tanggal
04 Mei 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr.
Mauluddin. M.Sp.F, selaku dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit
Bhayangkara Makassar, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu telah
diperiksa satu korban hidup berjenis kelamin perempuan dan berusia anak;
selaput darah tidak ditemukan kelainan; serambi kemaluan tidak ditemukan
kelainan; liang senggama tidak ditemukan kelainan; tanda kehamilan tidak
ditemukan  pada saat pemeriksaan dan perlukaan pada bagian tubuh lainnya
tidak ditemuakan (terlampir dalam berkas perkara).
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- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut AN “NF” masih
berumur 6 (enam) tahun sebagaimana Foto Copi Akta Kelahiran Nomor :
15612/IST/CS/2012, yang dikeluarkan di Sungguminasa pada tanggal 20
Desember 2012 dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Gowa, H. Bambang Suwandi, yang menerangkan
bahwa pada tanggal 21 Desember 2009 telah lahir AN “NF” anak kedua,
berjenis kelamin perempuan dari suami isteri bernama Sainal dan Nuryanty
(terlampir dalam berkas perkara).
Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan selanjutnya majelis hakim
akan mempertimbangkan. fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;
Hakim menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan
suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh
unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;
Hakim menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut
Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga majelis hakim akan langsung
mempertimbangkan tunggal tersebut yaitu pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor
35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Unsur ke 1 : setiap orang ;
2. Unsur ke 2 : melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,
melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau
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membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan
cabul.
Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis akan mempertimbangkan
sebagai berikut :
Unsur ke 1: setiap orang :
Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja dalam arti
manusia yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mempunyai kewajiban
untuk mentaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah/negara yang dijadikan
oleh negara sebagai pelaku hukum atau subjek hukum ;
Bahwa yang menjadi pelaku hukum atau subjek hukum adalah Basri Dg Taba
Dg Supu Dg Ngoyo dengan identitas lengkap terdakwa telah dibacakan diawal
persidangan pada saat pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atas dakwaan
Jaksa Penuntut Umum terdakwa memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan
keberatan melalui identitas lengkap terdakwa, Hingga dengan demikian unsur setiap
orang telah terpenuhi.
Unsur ke 2 :
Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu
muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
Bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yaitu mempergunakan
tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah bahwa sesuai dengan
fakta-fakta  hukum yang diperoleh Majelis Hakim selama persidangan yaitu terdakwa
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Dg Taba Bin Supu Dg Ngoyo pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 sekitar jam 16.30
Wita, bertempat di samping sebuah rumah milik Dg Pali tepatnya di Dusun Bonto
Biraeng Desa Panakukang, Kec. Palangga Kab. Gowa, memaksa, melakukan, tipu
muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
Berdasarkan hasil visum et Repertum Nomor : 14/2016/Forensik tanggal 04
Mei 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Muluddin.
M.Sp.F, selaku dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar,
dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu telah diperiksa satu korban hidup berjenis
kelamin perempuan dan berusia anak; selaput darah tidak ditemukan kelainan;
serambi kemaluan tidak ditemukan kelainan; liang senggama tidak ditemukan
kelainan; tanda kehamilan tidak ditemukan  pada saat pemeriksaan dan perlukaan
pada bagian tubuh lainnya tidak ditemuakan (terlampir dalam berkas perkara)
Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut AN “NF” masih
berumur 6 (enam) tahun sebagaimana Foto Copi Akta Kelahiran Nomor :
15612/IST/CS/2012, yang dikeluarkan di Sungguminasa pada tanggal 20 Desember
2012 dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Gowa, dr. H. Bambang Suwandi, yang menerangkan bahwa pada tanggal
21 Desember 2009 telah lahir AN “NF” anak kedua, berjenis kelamin perempuan dari
suami isteri bernama Sainal dan Nuryanti (terlampir dalam berkas perkara) ;
Hingga dengan demikian unsur “melakukan serangkaian kebohongan, atau
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membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah
terpenuhi.
Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan
terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan tunggal diatas,
sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan serangkaian kebohongan atau
membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” ;
Bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini,
Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari
pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf,
oleh karenanya
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa
harus dipertanggungjawabkan kepada terdakwa ;
Adapun hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa adalah sebagai
berikut:
1) Hal-Hal yang memberatkan :
 Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban trauma
2) Hal-Hal yang meringankan :
 Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
 Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
 Terdakwa belum pernah dihukum
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Bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa
dilandasi dengan alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun
untuk menangguhkan penahanan tersebut, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b
KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
2. Analisis  penulis .
Bahwa berbagai pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan Negeri
Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dilakukan dengan
secermat mungkin sesuai dengan perundang-undangan yang terkait. Pertimbangan
hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan
masyarakat,
Hakim dituntut mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu
dengan cara alat-alat bukti yang sah, serta menciptakan hukum sendiri yang
bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan pancasila sebagai
sumber dari segala hukum, dimana perbuatan terdakwa yang melakukan “membujuk
anak untuk melakukan perbuatan cabul” Telah melanggar Pasal 82 ayat (1.) Undang-
Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana semua unsur-unsur pasal tersebut telah
terpenuhi.
Menurut penulis bahwa hal-hal yang memberatkan terdakwa yang dijadikan
pertimbangan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut
lebih didasarkan pada akibat yang ditimbulkan
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Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Hakim  di
Pengadilan Negeri Sungguminasa yaitu Bapak H.Amiruddin Mahmud, S.H.,M.H.
(wawancara Tanggal 14 Juni 2017), yang mengatakan bahwa:
“Salah satu pertimbangan hukum Hakim atas amar putusan terhadap terdakwa Basri
Dg Taba dg Supu Dg Ngoyo. Adalah dalam menjatuhkan putusan kita harus
berpegang teguh kepada rasa keadilan, dan dua alat bukti yang sah yakni
keterangan saksi dan pengakuan terdakwa ditambah dengan keyakinan hakim.
Pertimbangan tentang hal-hal yang meringankan antara lain terdakwa berlaku
sopan dipersidangan, terdakwa mengakui perbuatannya sehingga
memperlancar jalannya persidangan serta terdakwa menyesali perbuatannya
dimana kita juga melihat dasar hukum dari Undang-undang No. 35 Tahun
2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Kita juga harus melihat dari aspek sosiologisnya”3
Berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan
bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan
telah membawa Majelis hakim pada keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti
bersalah melanggar Pasal 82 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan
UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan menjatuhkan sanksi pidana
kepada terdakwa Basri Dg Taba dg Supu Dg Ngoyo
Majelis Hakim mempertimbangkan kemudian menjatuhkan sanksi pidana
kepada terdakwa Basri Dg Taba dg Supu Dg Ngoyo dengan Menjatuhkan pidana
penjara  selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 100,000,000,- (seratus juta
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara
selama 6 (enam) bulan.
3 Amiruddin Mahmud, Pertimbangan Hukum Hakim dalam Amar Putusan, Gowa: Pengadilan
Negeri Sungguminasa, 14 Juni 2017
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Berdasarkan analisis penulis serta wawancara dengan beberapa narasumber
yang berkompeten dalam perkara ini, maka penulis berpendapat bahwa pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, kurang tepat. Majelis hakim
dalam Menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun terhadap terdakwa Basri
Dg Taba dg Supu Dg Ngoyo lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang
menuntut yakni 10 (sepuluh) tahun,
Menurut penulis, pertimbangan majelis hakim tidak memberikan rasa keadilan
bagi para korban dan keluarga korban dimana mereka mengalami trauma dan rasa
malu akibat peristiwa pencabulan yang dialaminya.
Penjatuhan pidana terhadap terdakwa ini tidak mampu menimbulkan efek jera
dan efek pencegahan agar tindak pidana pencabulan dapat berkurang di kemudian
hari Serta tindak pidana pencabulan yang dilakukan ini sangat meresahkan
masyarakat sekitar.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai skripsi yang
penulis angkat dengan judul Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap
Anak dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 182 Pid.Sus 2016/PN.Sgm) dapat
diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Penerapan hukum pidana pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur
pada putusan Nomor 182 Pid.Sus 2016/PN.Sungguminasa telah sesuai,
terdakwa terbukti melanggar unsur-unsur tindak pidana. Rumusan surat
dakwaan telah memenuhi syarat, dan tuntutan Jaksa Penuntut umum yang
sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan untuk kemudian diajukan dalam
persidangan, kemudian oleh hakim menetapkan pasal yang dipersangkakan
kepada terdakwa Basri Dg Taba Bin Supu Dg Ngoyo telah terbukti melanggar
dakwaan tunggal oleh hakim yakni Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak,
2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku
tindak pidana pencabulan anak pada putusan nomor 182 Pid.Sus
2016/PN.Sungguminasa terhadap terdakwa, kurang tepat. Pertimbangan yang
digunakan hakim cenderung terfokus kepada pelaku tindak pidana saja,
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Majelis hakim dalam Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa lebih
ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni selama 8 (delapan) tahun
terhadap terdakwa Basri Dg Taba dg Supu Dg Ngoyo dengan ketentuan yang
diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
perubahan atas Undang-undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
anak, tidak memberikan rasa keadilan bagi para korban dan keluarga korban
dimana mereka mengalami trauma dan rasa malu akibat peristiwa pencabulan
yang dialaminya, penjatuhan pidana terhadap terdakwa ini tidak mampu
menimbulkan efek jera dan efek pencegahan agar tindak pidana pencabulan
dapat berkurang di kemudian hari.
B. Implikasi
1. Jaksa Penuntut Umum harus senantiasa lebih teliti dan cermat dalam
menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi
hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan
dipersidangan, selain itu, juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu
tentang hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formil melainkan
juga secara materil agar tidak salah dalam menentukan mana perbuatan yang
sesuai dengan unsur yang didakwakan. menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim
dalam sidang di pengadilan
2. Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan Amar
Putusan dalam perkara ini, masih perlu diperketat dengan tetap
mengedepankan rasa keadilan bagi mereka yang berperkara, sehingga mampu
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memuaskan semua pihak, dan sekaligus dapat membuat efek jera bagi
terdakwa atau terpidana, .
3. Penulis berharap agar masyarakat khususnya orang tua agar lebih
meningkatkan kewaspadaan terhadap anaknya, seringnya terjadi tindak pidana
yang tidak terduga karena adanya kesempatan. Pendekatan dari segi agama
sangat diperlukan, karena dengan begitu masyarakat mampu mengendalikan
nafsunya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, karena hal
tersebut didasari dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.
81
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Chazawi, Adami, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada, 2007
Departemen Agama Republik Indonesia , Al-Qur’an dan Tafsirnya, jilid 5 cet ulang,
semarang: Wicaksana, 1994 dalam Djubaidah Neng, perzinaan, (Cet. 1;
Jakarta: kencana Prenada Group, 2010)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai
Pustaka, 1998.
Djubaidah Neng, perzinaan, , (Cet. 1; Jakarta: kencana Prenada Group, 2010)
Dwi, Yuwono Ismantoro. Penerapan Hukum dalam kasus kekerasan seksual
terhadap anak (cet. 1 Yokyakarta: Pustaka Yustisia, 2015)
Gunadi, Ismu, Efendi Jonaedi, Hukum Pidana, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri,
2014.
Makarao, Mohammad taufik, dkk. Hukum Pelindungan Anak Dan Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
Marpaung, Leden. Proses Penangan Perkara Pidana (Penyidikan & Penelitian).
Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
Muhammad, Rusli. Potret Lembaga Pengadilan Indonesia. Jakarta: PT Raja
Gradindo Persada, 2006.
Pramukti, Angger Sigit, Fuadi Primaharsya, sistem peradilan pidana anak,
yokyakarta: PT buku seru, 2015,
Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2014.
Renggong, Ruslan. Hukum Acara Pidana. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
82
Syamsuddin, Rahman. Ismail Aris,. Merajut Hukum Di Indonesia. Jakarta: Mitra
Wacana Media, 2014,
Wahid, Abdul. Muhammad Irfan. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan
Seksual. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
Wijaya, Andika, Wida Peace Ananta, darurat kejahatan seksual, Jakarta: Sinar
Grafika, 2016
B. SKRIPSI
Skripsi Desita Rahma Setia Wati, yang berjudul “Tinjauan Tentang Perlindungan
Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia”
Skripsi Fachri Ramadhan Y, yang berjudul “Tinjauan Yuridis atas Tindak Pidana
Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung”
Skripsi Miftahu Chairina, Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak dibawah
Umur dalam Pandangan Hukum Pidana Islam” 2009
Skripsi Muh Fandi, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan (studi
Kasus Putusan No.19/pid.B/2013/PN.Sungg)
Skripsi Sheila Masyita M, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Pencabulan Secara Berlanjut Terhadap Anak, (Studi Kasus Putusan Nomor
61/Pid.Sus/2015/PN.Sgm)
C. PERATURAN-PERATURAN
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(cet 4, Grahamedia Press,april, 2016
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (cet 4, Grahamedia Press,april, 2016
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (cet 4, Grahamedia Press,april,
2016
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
83
D. INTERNET
Andi lesmana, https://andibooks.wordpress.com/ definisi-anak (diakses pada tanggal
12 juni 2017
Mzinyonk, https://dunkdaknyonk.blogspot.co.id/2011/03/pengertian anak menurut-
beberapa-uu.html?m=1 (di akses pada tanggal 09 Mei 2017)
http://ketipp.blogspot.co.id/2011/04/zina-dalam-pandangan-islam-danhukum.html (di
akses pada tanggal 09 Mei 2017)
LAMPIRAN-LAMPIRAN





